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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa berhubung dengan adanya dinamika yang
berkembang, dalam pelaksanaan proyek-proyek
percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik
yang menggunakan energi terbarukan, batubara
dan gas serta transmisi terkait masih memerlukan
waktu penyelesaian dan diperlukan pengaturan
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Mengingat

—

kembali terhadap daftar proyek sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010
tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan
Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang
Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan
Gas serta Transmisi Terkait sebagaimana telah tiga
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun
2014,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun
2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan
Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang
Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan
Gas serta Transmisi Terkait;

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 49359);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
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6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007
tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5163);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5281);

9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8
Januari 2010 tentang Penugasan Kepada PT
Perusahaan  Listrik Negara (Persero) Untuk
Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit
Tenaga  Listrik Yang Menggunakan  Energi
Terbarukan, Batubara, dan Gas sebagaimana telah
dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 194 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);

10.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tanggal 27 Oktober 2014;

11.Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan
Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan
Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta
Transmisi Terkait sebagaimana telah tiga kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2014;

12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
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Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG
DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN,
BATUBARA DAN GAS SERTA TRANSMISI TERKAIT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2010
tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit
Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan
Gas serta Transmisi Terkait sebagaimana telah tiga kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 32 Tahun 2014, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal 31 Desember 2019.

2. Mengubah Daftar Proyek pada Lampiran sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan
Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan
Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait
sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2014
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II,
Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

SUDIRMAN SAID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



